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UMUM

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Ombudsman Republik
Indonesia di daerah, perlu dilakukan evaluasi terhadap pengaturan
pembatasan Asisten di Ombudsman Republik Indonesia di daerah.
Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan
Pasal 5 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman Republik Indonesia, mempunyai kedudukan yang strategis
untuk mendekatkan dan mempermudah akses masyarakat memperoleh
pelayanan Ombudsman Republik Indonesia. Dengan peningkatan variasi
laporan yang diterima Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia,
mengakibatkan beban kerja makin meningkat pula.

Berdasarkan hal tersebut perlu perubahan pengaturan jumlah
Asisten pada Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia yang semula
ditentukan paling banyak 5 (lima) orang Asisten Ombudsman menjadi
sesuai kebutuhan. Penentuan kebutuhan jumlah Asisten dilakukan
berdasarkan analisis beban kerja pada masing-masing Perwakilan.
Jumlah  kebutuhan tersebut diajukan kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur Negara

untuk mendapatkan persetujuan tertulis.



No.6143

Sebagai penyempurnaan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan
Ombudsman Republik Indonesia di Daerah, terdapat materi muatan baru
untuk mengakomodir kebutuhan Asisten yang sangat dinamis. Jumlah

Asisten ditetapkan dalam formasi oleh Ketua Ombudsman Republik

Indonesia sesuai kebutuhan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (1. a)
Yang dimaksud "analisis beban kerja" adalah analisis yang
dilakukan berdasarkan kondisi geografis, jumlah laporan
yang diterima, dan jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas





